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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (An-Nisa ; 58)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani
Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi). Skripsi ini menggunakan metode
yuridis normative dengan metode pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat
diperolen hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1 Strategi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan
melakukan strategi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa
tertinggal dilakukan melalui: a. Pengembangan ekonomi lokal seperti
pembangunan infrastruktur dan pembangunan dibidang pertanian b.
Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. c. Penyediaan
sarana dan prasarana Desa. d. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. e. Melakukan pembinaan dan
pelatihan kepada setiap Desa untuk meningkatkan kemandirian Desa. 2. Faktor
penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative jauh,
minimnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-
masing Desa, serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari
pihak masyarakat Desa. Sehingga pembangunan untuk lebih maju masih
kurang optimal. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan
masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK,
pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana
dibidang pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan
posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembangunan di Desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga Negara
Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Disisi lain, jumlah Desa di Indonesia
yang banyak berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah
pedesaan. Sehingga, penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan menjadi
lebih maju dengan berupaya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh
masing-masing Desa agar dapat dikembangkan dan berfungsi dalam
meningkatkan pendapatan asli Daerah.!

Indeks Desa membangun berfungsi sebagai peta pengembangan
pembangunan yang ada di Desa. Dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri
Nomor 2 Tahun 2016 bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri
dari indeks ketahan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan.
Indikator indeks Desa membangun dilihat sebagai berikut:

a. Dimensi sosial terdiri dari indikator kesehatan, pendidikan, modal

sosial,dan pemukiman

b. Dimensi ekonomi terdiri dari keragaman produk masyarakat Desa

tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi akses lembaga

keuangan, lembaga ekonomi,

'Eka Setyowati. Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun.
Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang
2017.
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c. Dimensi ekologi terdiri dari kualitas lingkungan, potensi/rawan
bencana alam

Berdasarkan beberapa indikator masing-masing indeks dan pengukuran

lapangan dan kebutuhan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian

Desa.?

Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan
berdasarkan IDM dapat diklarifikasikan menjadi 5 status Desa yaitu Desa
mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal dengan berbagai indeks yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Desa teringgal
merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan
lingkungan tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.®

Melalui Desa membangun diharapkan dapat mendukung upaya
pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan pedesaan, Yyakni
mengentaskan 5000 Desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa
mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-20109.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan

*Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2

®peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 1



HITE VI MY
S I LS

AU Dopad sl B

5 B %5 IR
B utHoGo

Ao 3 U e Wit Ul s

oduy undo

Il e

Uing

JJLLI D

HAWIE
i

B
=

Igasuall op

unsnd g

d ‘unsodoy uo

=i
QS0 JECLLNS LDHEr

SN

3D [ [ 8]

%]
% |
3

D as

o
a
o

3
Fal
a]

AllsIaAlun -

DYDY UDYNS Jo

L

pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara
historis. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur
sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi
sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi
yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri secara relatif
mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi
membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.*

Seperti yang sudah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi  kemiskinan. Indeks Desa Membangun disusun untuk
mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal
dan peningkatan Desa Mandiri.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 tahun 1999
sebagai Daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi
pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12
oktober 1999. Pusat pemerintahan dikota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten
Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di bukit cinto kenang Kecamatan

Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis yang strategis,

*Haw Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008), him.1-3
*Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2
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berada hinterland Kota Jambi. Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi
terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 150 Desa dan 5 kelurahan.

Berdasarkan hasil data IDM pada tahun 2017 dan 2018 bahwa di
Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat 27 Desa yang masih tergolong Desa
tertinggal dari sekian banyak Desa yang masih tertinggal penulis memilih
penelitian hanya di Kecamatan Sekernan saja yang karena jarak penelitiannya
lebih dekat. Adapun data Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi yakni:

1. Desa Tanjung Lanjut
2. Desa Kedotan
3. Desa Tantan.’

Berdasarkan Data IDM tersebut dapat memetakan untuk melakukan
pembangunan Desa yang tujuan akhirnya adalah untuk memberantas
kemiskinan di Desa yang jumlahnya tinggi dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan potensi Desa dan pemanfaatan
sumber daya alam sesuai amanat undang-undang tentang indeks Desa
membangun. Adanya data IDM menjadikan bahan ketersediaan data dan
pengukuran yang dibutuhkan seperti status Desa dan terutama dalam
pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar

pembangunan.’

®Wawancara Dengan Bapak Dedy Surya Sebagai Kepala Bagian di Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kawasan Pedesaan

"Eka Setyowati. Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun.
Skripsi Program Pascasarjana ilmu politik dan Pemerintahan Universitas Brawija Malang
2017.
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Penetapan Desa tertinggal berdasarkan enam Kkriteria utama yaitu
ekonomi sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah,
aksesbilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari
diperlukannyaupaya pembangunan Desa tertinggal yang terencana dan
sistematis agar kesenjangan antar Desa tertinggal dan non tertinggal dapat
semakin dikurangi.

Sebagai upaya dalam meningkatkan status Desa, kementerian Desa
melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten
atau institusi pendidikan sebagai alternativ. memfasilitasi Desa untuk
membantu penyelesaian persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Melalui
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi
kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Desa terkait
pemberdayaaan urusan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Bahwa dengan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwakilan pemerintah
pusat yang membidangi pemberdayaan ekonomi kawasan pedesaan maka
masyarakat tersebut bisa melaksanakan pembangunan serta meningkatkan

kemandirian Desa.
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Menurut Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014
Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahwa dalam pasal 4
ayat (1) suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
a. Perekonomian masyarakat masih rendah
b. Sumber daya manusia
c. Sarana dan prasarana
d. Kemampuan keuangan daerah
e. Aksesbilitas
f. Karakteristik daerah.®

Berkaitandengan haldiatas, di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro
Jambi sendiridari ketiga Desa tersebut masih tergolong Desa tertinggal yang
diakibatkan masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi salah satunya
seperti kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam melaksanakan
pembangunan Desa serta jauhnya jangkauan aksesbilitas terhadap
pembangunan pedesaan.

Desa tanjung lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah
Desa yang terletak di daerah Kabupaten Muaro Jambi.Desa ini merupakan
Desa yang sangat tertinggal yang terletakdipedalaman yang sangatjauh dari
perkotaan. Desa tanjung lanjut memiliki potensi disektor wisata indah yang
berwujud berupa danau tangkas.Danau tersebut memiliki daya tarik tersendiri
dengan tumbuh pohon putat berbunga flanconia valida berwarna merah yang

mekar dan gugur sekitar bulan juli hingga agustus setiap tahun.

8peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1Tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
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Kemudian di Desa tantan dan kedotan merupakan Desa yang sangat jauh
dari perkotaan dan akses untuk menuju kedua Desa tersebut harus melalui
penyeberangan menggunakan perahu dan melewati sungai Batang Hari. Jika
dilihat dari segi geografis kedua Desa tersebut masih sangat minimnya tingkat
pembangunan Desa dan pendidikan yang relatif masih kurang baik.

Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan ada
beberapa masalah yang ada di Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

1) Kurang memadainya sarana dan prasarana seperti:

a. Jalan utama yang rusak, sehingga mempersulit akses masyarakat menuju
perkotaan

b. Masih banyak jalan-jalan tanah dan jalan-jalan setapak sehingga
mempersulit masyarakat menuju area pertanian yang berdampak sulitnya
membawa hasil panen serta memasarkannya.

2) Banyaknya jumlah pengangguran, kurangnya lapangan kerja di Desa
sehingga membuat jumlah pengangguran meningkat.

3) Rendahnya tingkat pendidikan, pendidikan menjadi salah satu sarana
meningkatnya sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan dan
pengetahuan seseorang akan bertambah.

4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan Desa.’

Pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi sangat perlu ditingkatkan lagi karena pembangunan yang selama ini

%Observasi Penelitian Pada Tanggal 4 Desember 2019
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kurang membaik, juga karena posisi masyarakat pedesaan tersebut berada
dalam posisi yang kurang menguntungkan, seperti tingkat pendidikan yang
rendah serta masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam proses
pembangunan maka harapan untuk kedepannya dari ketiga Desa tersebut agar
bisa berkembang dan meningkatkan Desa mandiri.Melihat problem diatas,
kebijakan yang dikeluarkan oleh Dina pemberdayaanmasyarakat Desa untuk
menangani Desa tertinggal ialah memberikan bantuan dana Desa kepada setiap
pemerintahan Desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri agar masyarakat
bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh
Pemerintah.°Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang
berjudul  “Analisis Kebijakan Pemerintah  dalam  Menangani
Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi )”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro
Jambi?
2. Apa Faktor Penghambat Pembagunan Desa Tertinggal di Kecamatan
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani
Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi?

%awancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa



LRG0 & Wm o
] NIDONAYE ViNhLL NYHLTE
3100 P S

LAUDOedwauwl O

dipusd sy uoyik

Nalleisia

L i

unpuaday yny

O es diynoua

oD oo

do 3 U e Witybp

oduy undo

Il e

Uing

JJLLI D

JE0 JSCLLNS UDEiNgasUd el DD UDyuLun g

d ‘unsodoy uounsnd g

N0 YD Uos)nu

e

DSOLL Nt

0
% |
=
e

Allslaalun

NS 10

| ULy

# )l 19 aiv|

LE RN

A

1L

C. Batasan Masalah
Batasan penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah
agar masalah yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami selain itu
batasan masalah diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada inti dari
permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan kajian masalah yang diteliti,
dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah bagaimana strategi
Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam menangani Desa tertinggal,
faktor penghambat pembangunan Desa tertinggal, serta upaya Dinas dalam
menangani pengembangan Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi lokasi penelitian ini di Dinas pemberdayaan masyarakat desa.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui strategi Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam
menangani Desa tertinggal di Kecamatan ekernan Kabupaten Muaro Jambi.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembagunan Desa tertinggal di
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
c. Untuk mengetahui upaya Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam
menangani Desa tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi.
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. Manfaat penelitian

. Sebagai bahan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian

tingkat pendidikan guna memproleh gelar sarjana stara (SI) jurusan ilmu
pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

(UIN STS JAMBI).

. Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis

permasalahan dilapangan tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

. Bermanfaat untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro

Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal

. Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa tentang kebijakan

Pemerintah untuk menangani Desa tertinggal

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian.
1. Kebijakan Publik

James Anderson dalam bukunya “public policy-marketing” seperti yang

dikutip oleh Tim Simpul Demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri
Wahyuni mengartikan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegiatan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
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atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. la juga

mengemukakan, kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan pemerintah.**
Menurut Aderson implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan publik adalah:

a. Selalu mempunyai tindakan tertentu/tindakan yang berorientasi pada tujuan

b. Berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah atau pejabat

c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bahkan
merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau
menyatakan melakukan sesuatu

d. Bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan
pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif sebagai
keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu
dilandaskan pada peraturan undang-undangyang bersifat memaksa
(otoritatif)*.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara
mengenai kebijakan publik berarti masyarakatlah yang menjadi pusat
perhatiannya, tak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas termasuk juga
di dalamnya.

2. Manajemen Publik
Istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu: pertama,

manajemen sebagai suatu proses; kedua, manajemen sebagai kolektivitas

"Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi
Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010).
(Skripsi Program Studi llmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012).him 9

“Ibid, him 10
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-1 = orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan ketiga, manajemen

sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Dalam Encylopedia of
& the Social Sciences dikatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dengan

proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.™

AU Dopad sl B

535 3

Bila diperhatikan dari definisi di atas, maka akan segera nampak bahwa

5 B %5 IR
B utHoGo

ada tiga pokok penting dalam manajemen yaitu: pertama, adanya tujuan yang
ingin atau akan dicapai; kedua tujuan yang ingin dicapai dengan
mempergunakan kegiatan kerjasama dengan orang-orang lain, dan ketiga

kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.*

Manajemen Publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintahan

secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

%]
% |
=
e

lad Wiyop

publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur

3 :3 T manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan
: ___z ; organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti
:1 - f ? organisasi pemerintahan.

_é - 3 ; F. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

JJLLI D

SN

Pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-undang Nomor 4

[ UoLy

Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat Desa

N0 ALy U0

3¢ DUDOL

adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

Desa dengan meningkatkan  pengetahuan,sikap,keterampilan,perilaku,

|.'!!_-'!_'| .|||

e

DSOLL Nt

kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

¥ Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), him. 15
“Ibid, him. 16
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kebijakan,program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat Desa.*

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk memampukan Desa
dalam memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai satu
kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat
pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong
partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses
pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan
kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa.

2. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Indeks Desa Membangun Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
menggelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya. Adapun cirri-ciri Desa tertinggal menurut Peraturan Pemerintah
Repubik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) suatu daerah ditetapkan
sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
a. Perekonomian masyarakat masih rendah

b. Sumber daya manusia

!> Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 12
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c. Sarana dan prasarana

d. Kemampuan keuangan daerah
e. Aksesbilitas

f. Karakteristik daerah.™

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan dan melalui referensi
buku-buku atau literatur studi tentang analisis kebijakan pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal ini dilakukan
untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para
ahli ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan
artikel yang berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro
Jambi dalam menangani pengembangan Desa tertinggal dari berbagai
penelitian yang telah ditelusuri yaitu:

Skripsi yang berjudul “Upaya pemerintah dalam menanggulangi
kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat Desa (PNPM)
Kabupaten Muaro Jambi ). Oleh Ratumas Aulia Novitasari, tahun 2019."

Upaya kantor PNPM memberikan pelayanan yang cukup baik bagi
masyarakat khususnya untuk rumah tangga miskin atau bisa disebut dengan
(RTM) namun disisi lain, kantor PNPM juga memiliki kendala yang dimana

masyarakat juga ada beberapa yang sangat mengeluh dengan kurangnya

'%peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1Tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

! Ratumas Aulia Novitasari, Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui
program nasional pemberdayaan masyarakat Desa(PNPM). Skripsi Fakultas Syariah,UIN
STS Jambi Tahun 2019
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konsisten waktu yang dimana kantor tersebut tidak sesuai jadwal dalam
menjalankan dan memberikan waktu konsisten terhadap masyarakat Desa.

Skripsi yang berjudul “Ketimpangan pembangunan Desa tertinggal studi
pada Pekan Atar Kuwau dan Pekan Argomulyo. Oleh Nosi marisa tahun 2018.
Pelaksanaan pembangunan Desa tertinggal khususnya di bidang pelayanan
dasar dikaji menggunakan teori struktural fungsional dari talcot parsons dengan
empat indikator yaitu adaptasi(adaptation), tujuan, integrasi dan pemilihan pola
ternyata masih dapat indikator yang belum terpenuhi dengan baik adalah
indikator adaptasi. Dari lima turunan indikator tersebut pekan atar kuwau lebih
rendah adaptasinya dibandingkan dengan pekan argomulya sehingga
mengakibatkan pekan tersebut terjadi ketimpangan khususnya pada pelayanan
dasar karena adaptasi untuk pembangunan masih sangat rendah dalam bidang
pekerjaan, produksi,ekonomi, alokasi program dan kebutuhan masyarakat
sehingga menyebabkan pembangunan pelayanan dasar rendah”.'®

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Status Desa menuju Desa Mandiri di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pasawaran. Oleh Rizki Hendraji Putra Tahun 2019. Pemerintah
Desa Hanura menggunakan strategi organisasi dalam hal perumusan visi dan
misi, sasaran strategi berdasarkan isu strategi dan potensi yang ada pada Desa.
Visi Desa Hanura meningkatkan status Desa adalah terwujudnya Desa Hanura
mandiri,cerdas,berbudaya,berteknologi, dan sejahtera”.Visi tersebut dijabarkan

dengan beberapa misi: peningkatan pelayanan, peningkatan sumber daya

®Nosi Marisa, Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal,(Skripsi Fakultas IImu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018)
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setrategi yang dijalankan oleh pemerintah Desa Hanura adalah sebagai berikut.

& Setrategi organisasi, setrategi program, setrategi pendukung sumber daya, dan

strategi kelembagaan. Kontribusi pemahaman pada masing-masing strategi

W Doad Ws Ul Ou o

memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan status

oo UDibogas

inBooEs $oA

Desa menuju Desa mandiri yang dilandasi pada indeks Desa membangun”.*

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya
ilmiah di atas sudah pasti ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, karena
penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda juga dari segi
pembahasan penulis mendalami tentang Bagaimana Upaya, Faktor Serta

Setrategi Desa Tertingggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

IS

UEa WDnD UL S oA

=

do 3n
US|

oduy undo
e
1 _:|I__

Allsianiu

s I WIZ

L.

LD

| UDuyyng |o

e plUoy

fii]
=
o
a8
d
o

e

DSOLL N D
LE RN

1 LU |

®Rizki Hendri Putra, Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju
Desa Mandiri,( Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019)
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BAB 11
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian
1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan khususnya di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa
lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk
penelitian skripsi ini.
2. Waktu penelitian

Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan
keterbatasan waktu, pikiran, dan materi pada diri peneliti maka waktu
penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu pada 2 Desember 2019-17 Maret
2020.
B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu
pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri.
C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pendekatan masalah
dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dengan adanya
penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis normatif

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

17
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aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu
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]
]
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masyarakat.?’
& D. Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder,

data primer adalah data yang diproleh secara langsung dari sumbernya dan data

i

skunder adalah data yang diproleh dari sumber-sumber lain yang mendukung
data primer.
1. Jenis data
a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian

atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Menurut Subarsimi  Arikunto, data primer merupakan data yang

flE 3 U e L

- dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya

oduy undo

melalui wawancara, jejak dan lain- lain.?

Il e

Dalam penelitian ini, data primer diproleh secara langsung melalui :

Uing

L 1) Wawancara dengan Kepala bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan

JJLLI D

Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi.

| ULy

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

DUl

|
L

o

o

=
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q
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ZOSugiyono, Metode Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, dan R&D,( Bandung Alfabeta CV,
2012), him.2
= o ITim Penyusun, Pedoman penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Press,
2014),him. 45
*2 Jurnal Riset Akutansi — Volume VIII / NO 2/oktober 2016, him. 11
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono sumber
sekunder  adalah sumber data yang diperoleh  dengan cara
membaca,mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari
literatur, buku-buku, serta dokumen.?

Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang digunakan
dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data maupun mengutip dari
sumber lain seperti :

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membagun

2) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi

3) Jurnal dan Internet

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana
data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang
bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.?*
Sumber/objek data dalam penelitian ini meliputi:

a. Dinas pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Sekernan Kabupat
Muaro Jambi. Diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara

dan dokumentasi.

Tim Penyusun, Jurnal Riset Akutansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII, No. 2,
Summer 2016, him 23
*bid, him. 25
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E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi ( Pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi.Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat yang
canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh
dapat diobservasikan dengan jelas.?

2. Wawancara

Wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam
suatu data tertentu. Wawancara merupakan suatu peroses tanya jawab antara
dua orang atau lebih dan saling berhadap-hadapan secara fisik. Jenis
wawancara yang digunakan dalam peneliti ini merupakan wawancara
terstruktur.Pada wawancara terstruktur pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih
dahulu dalam pedoman wawancara.”®

Adapun informan-informan yang penulis wawancarai adalah sebagai

berikut:

No Nama Jabatan Tempat

1. | Daman Khuri,S.Ag Kepala Bidang Pemberdayaan | Dinas
Ekonomi Kawasan Pedesaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

#ggiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Alfabeta CV,2012),
him.226
**Ibid, him.233
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2. | Heru Novian,ST Kepala Seksi Pemberdayaan | Dinas
Masyarakat Desa Pemberdayaan

Masyarakat Desa

3. | Fakhmirridho,S.FIL.I | Kepala subbagian perencanaan | Dinas
dan kepegawaian Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Tabel 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiva  yang  sudah
berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang
terkait dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang
menjadi subjek penelitian.Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.?’
F. Teknik Analisis Data
1. Mereduksi data

Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data
yang relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara, data wawancara ini yang telah direkam kemudian ditranskipkan
dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di
analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data penting

tentang analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam

2Mbid, him.240
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menangani pengembangan Desa tertinggal dan peningkatan Desa mandiri di
Kabupaten Muaro Jambi.
2. Penyajian data

Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah memahami karya
ilmiah tentang faktor penyebab Desa tertinggal di kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro JJambi.
3. Penarik kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas
perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu
hipotesis atau sebaliknya. Kesimpulan ini merupakan data yang bersangkutan
dengan penanganan pengembangan Desa tertinggal dan peningkatan Desa

mandiri.



23

T
o = - H. Jadwal Penelitian
2 5 =
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BAB I
GAMBARAN UMUM DPMD MUARO JAMBI
A. Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro
Jambi

Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 37 Tahun
2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi.?
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi
Berlokasi di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro
Jambi saat ini dipimpin Oleh Bapak Drs. R Najmi, sampai saat ini Sumber
Daya Manusia (SDM) yang bertugas di DPMD Kabupaten Muaro Jambi adalah
65 orang, yang terdiri dari PNS 32 orang.
B. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Muaro Jambi

Sebagai satuan organisasi tidak terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. Karena kepengurusan itu yang akan menjalankan roda-roda
organisasi tersebut dengan kerjasama demi terwujudnya tujuan organisasi.
Maju mundur suatu organisasi sangat bergantung pada siapa orang-orang yang
duduk dalam kepengurusan organisasi tersebut. Dalam hal yang berkaitan
dengan penelitian ini dapat dilihat dari struktur organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi diatur berdasarkan Peraturan Bupati

Muaro Jambi Nomor 37 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar:

®peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 2

24
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Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 03

KEPALA DINAS
DRS. R. NA.IMI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

AMRULLAH, S.Ag,.MM

SEKRETARIS

r

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN
FAKHMIRRIDHO,S.FIL..I

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN
ELIYA SUSANTI, SE

PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEPALA BIDANG
PERKEMBANGAN DAN

DESA
AZWAN, S.Ag

KEPALA SEKSIEVALUASI
PERKEMBANGAN DESA
UMAR, SE

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
MASY ARAKAT
IRWANTO, SE

KEPALA SEKSI PEMBERDAY AAN
MASYARAKAT
M. ASRULLAH. ST

KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN
DESA
DICKY FERDIANSYAH,S.STP

KEPALA SEKSI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DEDE NOVIYANTO.,S.Sos

KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
M. AZWAN ASSAZALI, SE

KEPALA SEKSI
BINA PENATAAN DESA
SYOFIAN,S.Pd
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3. Kepala Dinas

I ¢
]
]
1L 12}

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana
& dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati
dalam  merencanakan dan  merumuskan kebijakan, melaksanakan,

mengkordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan pemberdayaan

T,

masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.?®

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:*
a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Perkembangan dan Pemberdayaan Lembaga Desa;

o

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan;

Jad) W EHOD Ll S

o

Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan Keuangan Desa, dan

do 3L

Il
@D

. Kelompok Jabatan Fungsional.

oduy undo

4. Sekretaris

& UDAINgaAUEW DD UOyLLIn U

Il e

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana

Uing

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas membantu kepala Dinas

LD

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan. Merumuskan,

| ULy

melaksanakan, mengkordinasikan dan mengawasi urusan Perencanaan dan

DUl

|
L

o
o
=

]

q
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*peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
= o Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 5

*bid, pasal 6
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o

s 3
f_‘ = ‘ kepegawaian,umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
. = perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.*
; Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
3 a. Menyiapkan dan merumuskan serta mempelajari bahan/materi serta
j perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
tugasnya
b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya
kepada bawahannya
c. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, protokol
dan surat menyurat, dan kearsipan.
d. Melaksanakanpengelolaan urusankepegawaian, perencanaan dan keuangan;
? : : e. Menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum,
S 87 ©
g 3 ‘j z Surat menyurat.
: ‘__z = f. Menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi urusan kepegawaian,
31 ; ?j ? perencanaan dan keuangan
_é g ; g. Melaksanakan koordinasi program kerja, pengumpulan data pengolahan
__ B f data dan laporan
_: : - . Menyusun rencana dan program kerja Dinas

el
' >

I. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas

o
=

|
¢ pyou

3 2 J. Memantau dan mengawasi penyelenggaraan tugas ketatausahaan di

lingkungan Badan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e

DSOLL Nt
Uippnic

k. Melaksanakan evaluasi realisasi pelaksanaan tugas dibidang ke tatausahaan

A

1L

*Ibid, pasal 7
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5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Kepala sub bagian perencanaan dan kepegawaian, sebagaimana
dimaksud. dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu
sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam merencanakan,
merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan, mengendalikan dan
mengawasi urusan perencanaan dan kepegawaian, sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan

organisasi.*

Tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Merencanakan menyusun dan mempelajari bahan-bahan/materi serta
perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang
tugasnya

b. Menyusun rencana program dan kepegawaian Dinas baik jangka panjang,
menengah dan tahunan

c. Memberi bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya
kepada bawahan

d. Mengumpulkan, pengolahan, menganalisa data dan kepegawaian dari
masing-masing  bidang untuk  keperluan  perencanaan  program
dankepegawaian kegiatan

e. Mengkordinir, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan

berjalan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

*|bid, pasal 8
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L1l

- = f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk daftar susunan pegawai

LU 8
]
1

serta daftar urutan kepangkatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

; : & ditetapkan

g 5 j : L— - g. Mengkordinir pembuatan daftar penilaian sasaran kerja pegawai oleh atasan
28 § D 5 masing-masing di lingkungan Dinas sebagai bahan pertimbangan
3882z

07833 selanjutnya.

TEL 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala sub bagian umum dan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam

merencanakan,merumuskan,melaksanakan,mengkordinasikan, mengendalikan

dan mengawasi urusan umum dan keuangan, sesuai dengan Kketentuan

JOOUEW odung |

lad Wiyop
|

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan

organisasi.>

do 3L
,|I_Z LI DA .I'Z.‘1

JE0 JSCLLNS UDEiNgasUd el DD UDyuLun g

Tugas kepala sub bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud

oduy undo

pada ayat (1) terdiri dari:

Allslaniun =

Il e

a. Menyiapkan dan mempelajari bahan-bahan materi serta perangkat peraturan

|0

d ‘unsodoy uounsnd g

Uing

perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya

PLLLIY
=
HIY

SN

Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya

| UD!l
o

kepada bawahan

N0 ALy U0

# )l 19 aiv|

o

Melaksanakan inventarisasi dan penomoran, terhadap barang-barang

perlengkapan kantor dan rumah Dinas

LE RN

e

DSOLL Nt

d. Memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan kantor serta rumah Dinas

A

1L

*Ibid, pasal 9
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e. Memberikan pelayanan kepada tamu-tamu sesuai dengan keperluan

f. Meneliti, memaraf, menandatangani dan meneruskan naskah Dinas

g. Menyelenggarakan tugas dibidang keuangan meliputi, anggaran,
perbendaharaan, verifikasi, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang telah ditetapkan

h. Mengkordinir, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan
berjalan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

i. Membuat laporan baik realisasi fisik maupun keuangan agar sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku

j. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas melalui sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Perkembangan dan Pemberdayaan Lembaga Desa
Kepala bidang perkembangan dan pemberdayaan lembaga Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas membantu
kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan,
mengkordinasikan  mengendalikan dan  mengawasi dalam  urusan
perkembangan dan pemberdayaan lembaga Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan
organisasi.*
Tugas kepala bidang perkembagan dan pemberdayaan lembaga Desa
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Menyiapkan dan merumuskan perangkat peraturan sesuai bidang tugasnya

*Ibid, pasal 10
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HAWIE
o

s >
;_. = ‘ b. Melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja
. = c. Melaksanakan fasilitasi dan regulasi program perkembangan, dan
; pemberdayaan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan
: d. Memfasilitasi dan regulasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan
j kelembagaan masyarakat Desa dan kelurahan
e. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan
f. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada
atasan
g. Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala badan sesuai dengan
bidang tugasnya
6. Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
? : : Kepala seksi evaluasi perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
3 : ,‘j _T pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam

5 UDAINgeAUEW |1

oy merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasi, mengendalikan,

oduy undo

dan mengawasi urusan evaluasi perkembangan Desa sesuai dengan ketentuan

O younsnALie

|
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peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan
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|0

organisasi.®
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Tugas kepala seksi evaluasi perkembangan Desa, sebagaimana dimaksud

| ULy

pada ayat (1) terdiri dari :

N0 ALy U0
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a. Menyusun dan perumusan bahan-bahan kebijakan di bidang pelaksanaan

evaluasi perkembangan Desa
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b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan evaluasi
perkembangan Desa
c. Melakukan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelaksanaan
evaluasi perkembangan Desa
d. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan evaluasi
perkembangan Desa
e. Memfasilitasi pengembangan profil Desa dan Kelurahan
f. Melaksanakan, menyiapkan dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan
tugas kepada atasan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan
7. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat
Kepala seksi kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepla bidang
merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasi, mengendalikan,
dan mengawasi urusan kelembagaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan
organisasi.®
Tugas kepala seksi kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) terdiri dari:
a. Menyusun bahan kebijakan di bidang fasilitas penataan lembaga

kemasyarakatan

*bid, pasal 12
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b. Menyiapkan bahan pelaksana kebijakan di bidang evaluasi lembaga
kemasyarakatan

c. Melaksanakan fasilitasi bimbingan kemasyarakatan Desa

d. Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis di bidang lembaga
kemasyarakatan

e. Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala badan melalui kepala
bidang pengembangan masyarakat Desa dan Kelurahan di bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
merencanakan,merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan, mengendalikan
dan mengawasi urusan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan
organisasi.’’

Tugas kepala seksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan
masyarakat, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi
masyarakat

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

masyarakat

¥"Ibid pasal 13
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang
fasilitas pemberdayaan masyarakat
d. Melaksanakan upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan
e. Memberikan fasilitas gotong royong masyarakat
f. Member pertimbangan dan saran kepada kepala badan melalui kepala
bidang pengembangan masyarakatDesa dan Kelurahan di bidang tugasnya.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan
Kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kawasan perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ¢, mempunyai tugas membantu
kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan,
mengkordinasikan, mengawasi urusan pemberdayaan ekonomi dan kawasan
perdesaan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.®
Tugas kepala bidang pemberdayaan ekonomi dan kawasan pedesaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bimbingan pengarahan dan
petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan
b. Menyiapkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pendapatan dan
kekayaan Desa dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan

kekayaan Desa

*bid, pasal 14
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c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha ekonomi keluarga
dan masyarakat baik berupa usaha ekonomi Desa, simpan pinjam, usaha
peningkatan pendapatan keluarga serta kegiatan ekonominya

d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan
keterampilan dan motivasi kewirausahaan masyarakat serta fasilitasi faktor
produksi, modal usaha dan perkreditan

e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta bimbingan terhadap
pengelolaan pasar Desa

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk
pengembangan modal usaha atau stimulant pembangunan

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan melalui kepala
bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna dan
pengembangan kawasan pedesaan dibidang tugasnya.

10. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kepala seksi pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 ayat (3) huruf a,mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam melaksanakan fasilitasi dan regulasi dalam urusan pemberdayaan
ekonomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.*

Tugas kepala seksi pemberdayaan ekonomi masyarakat,sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

*Ibid, pasal 15
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a. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dan materi serta perangkat
peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya
b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukan
dibidang tugasnya
c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasiregulasi dalam penyaluran dana
pembangunan Desa
d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk
menemukan potensi, pengembangan modal wusaha atau stimulan
pembangunan
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan melalui kepala
bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna dan
pengembangan kawasan perdesaan dibidang tugasnya.
11. Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber
Daya Alam
Kepala seksi pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas
membantu kepala bidang dalam melaksanakan fasilitasi dan regulasi dalam
urusan pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai
tujuan.*
Tugas kepala seksi pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya

alam, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

“Ibid, pasal 16
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o

Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dan materi serta perangkat

peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya

b. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang
diperlukandibidang tugas kepada bawahannya

c. Melaksanakan inventarisasi teknologi yang ada pada masyarakat

d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan
tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya

e. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan

f. Melaksanakan inventarisasi saranadan prasarana teknologi di pedesaan

g. Melaksanakan pengelolaanpemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

=

Memberi pertimbangan dan saran kepada atasan dibidang tugasnya
12. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan

Kepala seksi pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas membantu kepala bidang
dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan,
mengawasi urusan pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.**

Tugas kepala seksi pengembangan kawasan pedesaansebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Menyiapkan dan menyusun bahan, merumuskan pedoman pembinaan dan

fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana pedesaan

*Ibid, pasal 17
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- = b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana

Wi 7
]
]

kawasan pedesaan berbasis komunikasi
& c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana
kawasan pedesaan
d. Melaksanakan pertimbangan dan saran kepada atasandibidang tugasnya
13. Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan Keuangan Desa
Kepala bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu kepala Dinas
dalam bidang merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan
dan mengawasi urusan bina pemerintahan dan keuangan Desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapi tujuan

organisasi.*

Jad) W EHOD Ll S

Tugas kepala bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa sebagaimana

do 3L

= dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

Causy u

a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan serta regulasi

Il e

pembinaan penyelenggaraan administarsi pemerintahan Desa, pengelolaan

Uing

L keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa,
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perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan dan
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Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasipemerintahan Desa,
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Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan dan
kewenangan Desa

Melaksanakan administrasi bidang bina pemerintahan dan keuangan Desa

. Memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya

kepada bawahannya

Menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina pemerintahan dan
keuangan Desa

Memberi pertimbangan dan saran kepada kepala Dinas dibidang tugasnya
Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala seksi administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala bidang

dalam

merencanakan,melaksanakan,merumuskan,mengkordinasikan,mengendalikan,

mengawasi urusan administrasi pemerintahan Desa, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.*?

Tugas kepalaseksi administrasi pemerintahan Desa, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a.

Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Desa

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan

regulasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

*Ibid, pasal 19
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Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan

regulasi terhadap pelayanan administrasi.

. Menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina pemerintahan Desa

Memberi pertimbangansaran dan masukan kepada kepala Dinas melalui
kepala bidang bina pemerintahan Desa dan keuangan Desa
Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala seksi pengelolaan keuangan dan aset Desa, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala

bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan,

mengendalikan, mengawasi urusan pengelolaan keuangan dan aset Desa, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.**

Tugas kepalaseksipengelolaan keuangan dan aset Desa, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a.

Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap anggaran
Desa

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan
regulasi terhadap pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan

regulasi terhadap pendapatan dana Desa

*Ibid, pasal 20
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d. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan
regulasi terhadap system penataan aset Desa
& e. Melaksanakan menyiapkan konsep naskah Dinas di bidang bina
pemerintahan Desa dan keuangan Desa.

16. Kepala Seksi Bina Penataan Desa

Kepala seksi bina penataan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkordinasikan, dan
mengawasi urusan bina penataan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi.*

Tugas kepalaseksibina penataan Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat

JiEel] L

~ 32 B4 (1) terdiri dari:

a. Menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan-bahan pembinaan,

dodD 3L

- fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan regulasi terhadap penataan

Do uty U
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regulasi terhadap urusan pemerintahan Desa

_z : ”_ f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan penyiapan
; : j : L— o regulasi terhadap penyusunan dan penetapan produk hukum Desa.

_:B_ :§ _: j 17. Kelompok Jabatan Fungsional

L: :_T_- ‘j ? Kelompok jabatan fungsional,sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
J o

—' _= _3 huruf e,mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas berdasarkan

keahlian masing-masing apabila dibutuhkan.*®

a. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,

o8 :, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
_ :_— g berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
? l j : b. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
3 : ,‘j _T dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
: ‘__ z ; c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentutan
31 ; f ? berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
_é - ; ; d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
__ —: q’ JT diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
S : :3 e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan

: _:I peraturan perundang undangan-undangan yang berlaku.*’
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*®Ibid, pasal 22
*Ibid, pasal 23
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. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi.

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.“®

. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017-2022

. Visi

Tertib, Unggul, Nyaman, Tentram, Adil, dan Sejahtera.

. Misi

. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,

akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.

. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, dan

demokeratis.

. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, mengembangkan

infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang

memiliki daya dukung lingkungan.

. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah,

investasi, pariwisata dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan.

. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, ilmu

pengetahuan dan teknologi.*®

*®Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi
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E. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

I ¢
]
]
1L 12}

Muaro Jambi
& Dinas pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi
mempunyai tugas:* Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

azas desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

T,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas
pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai fungsi:
1. Perencanaan dan menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan
masyarakat Desa.
2. Penyiapan bahan-bahan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan
dibidang tugasnya.
B4 3. Pelaksanaan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan

masyarakat Desa.

flE 3 U e L

- 4. Pelaksanaan rencana dan program kerja tentang pemberdayaan masyarakat

oduy undo

Desa.

Il e

5. Pelaksanaan koordinasi antara unit kerja dilingkungan Dinas pemberdayaan

Uing

W masyarakat Desa.

JJLLI D

Pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas.
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. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat
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Desa.
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“Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi

= o *peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Muaro Jambi, Pasal 4
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani
Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa
Tertinggal telah tertuang di dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun yang mana di dalam peraturan menteri tersebut di jelaskan
bahwa untuk meningkatkan Desa mandiri harus memiliki tiga komponen
indeks Desa membangun. Indeks komposit tersebut terdiri dari:>
1. Indeks ketahanan sosial (IKS)
2. Indeks ketahanan ekonomi (IKE)
3. Indeks ketahanan lingkungan (IKL)

Indeks ketahanan sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
dimensi:
1. Modal sosial
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Permukiman

Indeks ketahanan ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

memiliki satu dimensi, yakni dimensi ekonomi sedangkan untuk indeks

*!peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab 111 Pasal 3
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ketahanan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memiliki satu
dimensi, yakni dimensi lingkungan. *

Indeks Desa membangun di susun untuk mendukung upaya pemerintah
dalam menangani pengentasan Desa tertinggal dan Desa mandiri.>® Indeks
Desa membangun mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni Desa sangat
tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju, dan Desa mandiri.**
Bahwa di Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat tiga Desa yang tergolong

Desa tertinggal hal ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kabupaten Muaro Jambi.”

Tabel 04
Data Desa Tertinggal pada Tahun 2017,2018
Nama Desa | Status IDM | Status IDM | Status IDM
2016 2017 2018
Suak Putat Tertinggal Tertinggal Berkembang
Rantau Majo Sangat Tertinggal Berkembang
Tertinggal
Pulau Kayu Tertinggal Tertinggal Berkembang
aro
Pematang Tertinggal Tertinggal Berkembang
Pulai
*bid

*3peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab Il Pasal 2

**peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab 1 Pasal 1
**Sumber Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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o = T E Tantan Tertinggal Sangat Tertinggal

gregr =

0835 Tertinggal

€ 2 & Kedotan Sangat Sangat Tertinggal

s = =
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; i Berdasarkan tabel diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
; _: menangani Desa tertinggal dalam pelaksanaanya telah melakukan beberapa
_: % strategi diantaranya seperti melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa.*®
‘ ; Berdasarkan wawancara dengan Bapak DamanKhuri selaku Kepala
; i Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan ada beberapa strategi

®\Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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yang dilakukan dalam menangani Desa tertinggal. Strategi yang dilakukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tantan adalah.”’

“ strategi untuk pertama kali yang kami lakukan adalah melalui
pembangunan ekonomi lokal. Nah pembangunan ekonomi lokal
merupakan salah satu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat
sejahtera. Maka, setiap daerah harus mampu dengan adanya pertumbuhan
ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, dan sektor pertanian. Kedua,
pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program
Desa. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana Desa. Keempat,
peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti
UMKM dan koperasi Desa. “

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk
mewujudkan Desa yang mandiri perlu dilakukan strategi atau langkah-langkah
yang terarah, terencana, dan terukur, sehingga memudahkan perkembangan
dan kemajuan Desa. Strategi untuk mewujudkan Desa mandiri diawali dengan
terbentuknya UU Desa yang memiliki paradigma baru dengan konsep Desa
membangun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa strategi yang dilakukan di Desa
Kedotan antara lain :*®

(13

strategi yang pertama adalah mendasarkan pembangunan Desa pada
aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Kedua, dengan adanya
penyaluran dan penggunaan dana Desa masyarakat bisa menggali potensi

>"Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020.

%Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat
Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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yang ada di Desa sehingga dengan adanya dana tersebut bergeraklah dan
meningkatkan perekonomian masyarakat.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa sasaran Desa sejahtera mandiri
adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, dengan memperhatikan
potensi-potensi yang ada di Desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan
sektor-sektor potensial secara produktif, efektif, dan efisien. Potensi Desa dapat
dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana dalam pembangunan Desa untuk
lebih maju. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa yang memberikan peluang terhadap Desa agar dapat lebih
mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa strategi yang dilakukan untuk
Desa Tanjung Lanjut adalah. **°

“ pertama dengan melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa

kepada masayakat baik dari pemerintah Desa maupun kepada lembaga

Desa dalam rangka melaksanakan pembangunan pengerasan jalan.

Kedua, meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan,

dan kesehatan. Ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan

mendirikan BUMDES.”

Dengan adanya strategi yang sudah dilakukan Dinas pemberdayaan
masyarakat Desa masyarakat untuk lebih berupaya untuk meningkatkan

pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur agar

merubah Desa tertinggal menjadi lebih maju dan berkembang.

*Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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Sebagai upaya meningkatkan status Desa, kementerian Desa melakukan
berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi,
kabupatensebagai alternative memfasilitasi Desa untuk membantu penyelesaian
persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Sedangkan dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
menguraikan mengenai IDM untuk mewujudkan Desa mandiri. Sebuah Desa,
dapat dikatakan Desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni
indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan
lingkungan. **Supaya hasilnya nanti berjalan secara optimal diperlukan adanya
kerja sama antar pemerintah Desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak DamanKhuri selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa yaitu :*

“ Untuk strategi kedepannya seluruh opini yang terkait dalam
kewenangannya harus dilakukan bersama. Karena, itu tidak akan selesai
jika hanya Badan PMD yang melaksanakan pembangunan dalam
memajukan desa itu sendiri, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian
desa melakukan komunikasi dengan perusahaan - perusahaan yang ada di
sekitar desa tersebut. Intinya harus ada kerja sama antar pemerintah desa
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Apalagi ada kewenangan -
kewenangan didesa itu harus dijalankan. APBDes nya dilihat dan harus
lebih digali lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, adakah
potensi yang harus digali. Nah itu lah sebenarnya yang harus
dilaksanakan, jadi itu termasuk salah satu upaya-upaya yang harus
dilakukan. Desa jika harus melaksanakan sendiri juga tidak bisa tanpa
adanya komunikasi atau Kkerja sama dari pemerintah daerah

®peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Bab 111 Pasal 3

®'\Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa, pemerintah mengalokasikan
dana Desa untuk diberikan kepada Desa secara langsung berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan bebrapa sumber dana tersebut yang
diterima oleh Desa, maka dana tersebut sebagai penunjang pembangunan Desa
yang dikelola sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa.
Jumlah Dana yang diterima juga beragam, tergantung pada jumlah penduduk,
luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis wilayah dan keadaan Desa
sendiri.

Dari dana yanag dikelola oleh Desa dapat dilakukan pembangunan Desa
sesuai dengan pasal 123 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UUNo 6 tahun 2014 tantang Desa yang menyatakan bahwa
pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar
Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan pedesaan terdiri dari :

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan
kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pedesaan

®*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1X Pasal 78 Ayat (1)
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c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi. ®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhmirridho sebagai
subbagian perencanaan dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa mengatakan:®

*“ Salah satu faktor yang sangat menghambat dalam pembangunan desa

adalah, jarak transportasi yang sulit dijangkau dari kota menuju ke

pedesaan, minimnya sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, serta

kurangnya dukungan atau partisipasi dari warga desa .

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pembangunan
Desa merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini telah di jelaskan dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1),bahwa tujuan dari pembangunan Desa
adalah meningkatkan kesejateraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.®’

Dalam perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam

menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

®|pid Pasal Bab IX Pasal 83 Ayat (3)

®\Wawancara dengan Bapak Fakhmirridho sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan
Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020

®"Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) Tentang Desa
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pasal 80 ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan
Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :*®
1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
Adapun Suatu daerah dapat di kategorikan sebagai Daerah tertinggal,
karena beberapa faktor yaitu:*
1. Geografis
Desa tertinggal relative sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di
pedalaman, perbukitan, pegunungan atau karena faktor geomorfologis lainnya
sehingga sulit di jangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media
komunikasi.

2. Sumber Daya Alam

%8Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 3) Tentang Desa
http://www.wartaekonomi.co.id diakses pada Tanggal 21 Mei 2016
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Beberapa Desa tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam. Desa
yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya
merupakan Desa yang di lindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan Desa
tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

3. Sumber Daya Manusia

Padaumumnya masyarakat di Desa tertinggal mempunyai tingkat
pendidikan,pengetahuan,dan keterampilan yang relative rendah serta
kelembagaan adat yang belum berkembang.”

4. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, kesehatan,
pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di Desa
tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas ekonomi dan
sosial.

5. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana

Desa tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu
seringnya suatu desa mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa
bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan
pembangunan ekonomi dan sosial.

6. Faktor Pastisipasi Masyarakat

Dari segi faktor masyarakat pemerintah Desa masyarakat Desa tersebut

masih kurang ikut berpartisipasi serta kurangnya dukungan terhadap peroses

pembangunan yang dilakukan maka dari itu pemerintah menghimbau kepada

"1bid
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masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam  melaksanakan

pembangunan.”

C. Upaya Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa dalam Menangani Desa
Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri di Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi

Upaya mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa merupakan
wujud implementasi dari pemerataan pembangunan khususnya Desa tertinggal.

Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan Desa tertinggal sebagai langkah

nyata yang terpadu dan terarah pada Daerah dengan kondisi sosial, budaya,

ekonomi, aksesbilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal.

Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis

jauh dari jangkauan fasilitas ibu Kota Kabupaten. Sebaliknya dibutukan

perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi memiliki potensi untuk
lebih maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya
kemampuan memanfaatkan potensi. Maka perlu suatu kesamaan sebagai
kepentingan di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang memiliki fungsi
fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pembangunan Desa tertinggal.

Berkaitan dengan hal diatas maka upaya upaya yang diberikan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah.

"1bid
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daman Khuri selaku kepala
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Pedesaan mengatakan upaya yang
sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa tantan

adalah :"

“ Upaya yang kami lakukan seperti memberikan fasilitas pembangunan
sekolah Paud serta pembangunan posyandu namun pada kenyataannya
yang menjadi salah satu kendala sehingga pembangunan yang dilakukan
belum dirasakan secara optimal yaitu masih adanya mindset dari aparatur
pemerintah Desa yang mana mereka mengatakan bahwa kalau desa
mereka statusnya maju ada rasa yang ditakutkan oleh kepala desa yaitu
pendapatan dari dana Desa berkurang karena pemerintah lebih
memfokuskan pembangunan pada Desa tertinggal.”

Jadi dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk
memajukan pembangunan Desa tertinggal khususnya di Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi. Namun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah
belum berjalan secara optimal karena tidak adanya dukungan dari kepala Desa
tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian upaya yang sudah
dilakukan untuk Desa Kedotan adalah :"®

“ Upaya yang sudah dilakukan Badan pemberdayaan masyarakat besa

adalah dengan membangun infrastruktur jalan seperti pengerasan jalan,

memberikan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, memberikan
bantuan alat pertanian berupa traktor.”

Jadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Karena, masih banyak

nya masyarakat ataupun perangkat desa tersebut kurang berpartisipasi yang

"?\Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020

"Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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seharusnya para aparatur desa harus bisa mengoptimalkan upaya yang
dilakukan oleh Dinas PMD agar kedepannya Desa tersebut menjadi lebih maju
dan mandiri. Pemerintah mengharapkan masyarakat di Desa tertinggal yang
ada di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dapat ikut berpartisipasi
dan memberikan dukungan dalam proses pembangunan yang dijalankan selain
itu juga diharapkan adanya kesadaran dari aparatur sipilnya sehingga Desa
tersebut dapat menjadi Desa mandiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heru Novian selaku Kepala Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bahwa upaya yang dilakukan di Desa
Tanjung Lanjut adalah:”

13

upaya yang sudah kami lakukan adalah memberikan pembangunan
infrastruktur jalan, memberikan sarana dan prasarana di bidang sosial
berupa pembangunan sekolah madrasah, pembangunan sekolah PAUD,
pembangunan sekolah TK serta pembangunan pasar Desa.”
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mewujudkan
Desa mandiri, sejahtera merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak
masyarakat Desa. Maka diperlukan upaya yang terarah, dan di lakukan secara
bertahap juga perlu adanyanya dukungan dari semua pihak khususnya kepada
pihak masyarakat setempat. Melalui indeks Desa membangun, diharapkan
memudahkan Desa untuk meningkatkan pembangunan baik dibidang sosial,
ekonomi dan lingkungan.

Sebagai upaya meningkatkan status Desa, kementerian Desa melakukan

berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah

"Wawancara dengan Bapak Heru Novian sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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Kabupaten/Kota sebagai alternative memfasilitasi Desa untuk membantu
penyelesaian persoalan Desa dan percepatan pembangunan. Sedangkan dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
menguraikan mengenai IDM untuk mewujudkan Desa mandiri. Sebuah Desa,
dapat dikatakan Desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya yakni
indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan
ekologi. Supaya hasilnya berjalan secara optimal diperlukan adanya kerja sama
antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Seperti yang
dikatakan oleh Bapak DamanKhuri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Ekonomi Kawasan Pedesaan yaitu :"

“ Untuk strategi kedepannya seluruh opini yang terkait dalam
kewenangannya harus dilakukan bersama. Karena, itu tidak akan selesai
jika hanya Dinas PMD yang melaksanakan pembangunan dalam
memajukan desa itu sendiri, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian
desa melakukan komunikasi dengan perusahaan - perusahaan yang ada di
sekitar desa tersebut. Intinya harus ada kerja sama antar pemerintah desa
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Apalagi ada kewenangan -
kewenangan didesa itu harus dijalankan. APBDes nya dilihat dan harus
lebih digali lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, adakah
potensi yang harus digali. Nah itu lah sebenarnya yang harus
dilaksanakan, jadi itu termasuk salah satu upaya-upaya yang harus
dilakukan. Desa jika harus melaksanakan sendiri juga tidak bisa tanpa
adanya komunikasi atau Kkerja sama dari pemerintah daerah
kabupaten/kota begitupun sebaliknya. Nah, jadi harus ada timbal balik
dan saling mendukung serta bekerja sama dalam meningkatkan desa
mandiri.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan

Desa mandiri,sejahtera merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak

"Wawancara dengan Bapak Daman Khuri Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tanggal 17 Maret 2020
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masyarakat. Diperlukan upaya yang terarah,dan di lakukan secara bertahap

juga perlu adanyadukungan dari semua pihak khususnya kepada pihak

masyarakat setempat sehingga kedepannya bisa menjadi lebih optimal dan
menjadi Desa yang lebih maju. Kemudian untuk mewujudkan Desa yang
sejahtera dan mandi dalampenjelasan Undang-undang dinyatakan bahwa tujuan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 Tentang Desa adalah sebagai

berikut:"

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan ata Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia

c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan rakyat bersama

d. Membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab

e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum

f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian

dari ketahanan nasional

"®Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Desa
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g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional
h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Perlu upaya dari pemerintah Desa untuk meningkatkan status Desa
menjadi kemajuan Desa. Dilihat dari kenyataannya masih lemahnya posisi
sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan kewajibannya ditunjukkan
kurangnya akses mereka terhadap beberapa fasilitas yaitu infrastruktur, serta
kurangnya partisipasi terhadap proses pembangunan.

Pembangunan Desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga Negara
Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Tujuan dari pembangunan Desa
menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat (1) adalah
meningkatkan Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”’

""Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 78 Ayat (1) Tentang Desa
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari  hasil penyajian data penelitian, maka secara umum

dapatdisimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa

Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya
dengan melalui, pertama, pembangunan ekonomi lokal seperti
pembangunan dibidang pertanian dan pembangunan infrastruktur.
Kedua,pemberdayaan ~ masyarakat Desa  dalam  pelaksanaannya
mengembangkan kemandirian dan Kkesejahteraan masyarakat dengan
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program
pembangunan Desa. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana Desa.
Keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha

seperti UMKM dan koperasi Desa.

. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relative

jauh, minimnya sumberdaya manusia, sumberdaya alam yang dimiliki oleh
masing-masing. Desa serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan

dukungan dari pihak masyarakat Desa.

. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa

memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan

sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang

63
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pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan

posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan.

. Saran

. Pemerintah Desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah

Provinsi Kabupaten atau Kota agar kedepannya masyarakat Desa dapat
berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pembangunan Desa agar

nantinya akan merubah status Desa menjadi Desa mandiri.

. Pemerintah Desa harus lebih fokus lagi dalam pemberdayaan masyarakat

Desa dan lebih ditingkatkan kembali kerjasama dengan berbagai pihak,
terutama kepada pihak Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga proses
pembangunan Desa yang terhambat dari segi aksesbilitas serta kurangnya

dukungan serta partisipasi dari pihak pemerintah Desa.
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C. Kata Penutup

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang telah memberikan segala nikmat serta melimpahkan taufik dan hidayah-
Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di
program oleh Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, shalawat dan salam penulis
limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Skripsi ini adalah hasil
maksimal penulis, namun penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam
pengetikan penulisan skripsi ini, semua ini bukanlah hal yang disengaja.
Namun baru sampai disinilah kemampuan penulis.

Dengan selesainya BAB V ini maka selesai pula susunan karya ilmiah
ini, terimakasih kepada para pembimbing dan demikian jika terdapat salah satu
kekhilafan dalam penyebutan gelar, informasi, dan penulisan semua adalah
murni dari kekhilafan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangatlah penulis harapkan, dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 5 Juli 2020

Penulis

Sumarni
Sip162485
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Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
KedudukanSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi.

. Lainnya

Syahputrafirman, pemberdayaan pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan di
Desa Tnjung Lanjut Kecamatan Sekernan KabupatenMuaro Jambi.
(Jurnal Unri Conference Series:Community Enggagement volume 1.

Irkami Husin Jumaidi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Desa
Tertinggal, (Skripsi Fakultas Fisip Universitas Riau Bina Widya
2012).

Marisa Nosi, Ketimpangan Pembagunan Desa Tertinggal, (Skripsi Fakultas
Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Lampung 2018).Jurnal Riset
Akutansi- Volume VI11/ No 2/oktober 2016

Wahyuni Tri, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik
(Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten
Muaro Jambi Pada Tahun 2010). (Skripsi Program Studi IImu
Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012.

Abdul wahid, pembangunan Daerah Tertinggal, (Skripsi Program Studi
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Bogor 2014).

Eka Setyowati, TataKelola Pemerintahan Desa pada Perbedaan Indeks Desa
Membangun,(Skripsi Program Pascasarjana Ilmu Politik dan

Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang 2017).
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Daftar Pertanyaan

A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.

Bagaimana strategi dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam
menangani Desa tertinggal

Bagaimana dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan
Desa mandiri

Apa faktor penghambat pembangunan Desa tertinggal

Bagamaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
menangani Desa tertinggal

Apa bentuk kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam meningkatkan Desa mandiri

Apa kebijkaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

meningkatkan Desa mandiri dan Desa membangun
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jombi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hek Cipta Diindung Undang-Undarng:

1. Dilorang mengutip sebagion dan atau seluruh karya tulis inl fonpa mencantumkan do menyebutkan sumber ash:
a, Pengutipon hanya untuk kepentingan pendidikan, peneltian, penulison karya imiah, penyusunon loporan, penufisan krifik atau tinjovan seatu masalah
b, Pengulipan idak merugikan kepantingan yang wajor UIN Sutha Jamb

2. Dilgrong memperpanyak sebogaion don atou seluneh karya tulis ini dalom bentuk opapun fonpa izin UM Sutha Jamibsl
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Wawancara dengan Bapak Daman Huri, S. Ag bagian kepala bidang

pemberdayaan ekonomi dan kawasan pedesaan
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S.FIL.1 bagian subbagian perencanaan

Dokumentasi kebijakan pemeritah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

dalam pembangunan perkerasan jalan di Desa Tantan.

Wawancara dengan Bapak Fakhmirridho
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jombi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
\%f Hak Cipia Diindungl Undang-Undang:
\l -_P‘ Y 1. Dilcrang mengutip sebogion dan atau selurun karya tulis inl fonpa mencanfumkon da menyebutkon sumber ash:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikon, peneltian, penulison karya imiah, penyusunon loporan, penulsan otk atau finjowan seatu masalah
samanniassnman 0. PEngutipan tidak merugikan kepentingon yang wojor UIN Sutha Jambi
BUR A 2. Dilgrong memperbanyak sebogaign don atau saluneh karya tulis inl dolam bentuk apapun tonpa izin UN Sutha Jambi



Pembangunan sekolah TK di desa Tanjung Lanjut

Pembangunan posyandu di Desa Kedotan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jombi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
..A.w/ Hak Cipte Dilndungi Undang-Undang:
J ‘P‘ _‘_ 1. Dilcrang mengutip sebogion dan atau selurun karya tulis inl fonpa mencanfumkon da menyebutkon sumber ash:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikon, peneltian, penulison karya imiah, penyusunon loporan, penulsan otk atau finjowan seatu masalah
samanniassnman 0. PEngutipan tidak merugikan kepentingon yang wojor UIN Sutha Jambi
R 2. Dilgrong memperbanyak sebogaign don atau saluneh karya tulis inl dolam bentuk apapun tonpa izin UN Sutha Jambi
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